Menimbang

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/551 /DINKES /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019

WALI KOTA BONTANG,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan

Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional, dimana wali kota
diperintahkan untuk membentuk Satuan Tugas
Penanganan Corona Virus Disease 2019 daerah
berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua

Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019;

. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona

Virus Disease 2019 di Kota Bontang, diperlukan upaya
secara bersinergi antara Satuan Tugas Penanganan
Corona Virus Disease 2019 tingkat kota, kecamatan,
kelurahan dan rukun tetangga, dimana dalam
penanganan Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan
memperhatikan arahan Ketua Satuan Tugas Penanganan

Corona Virus Disease 2019;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Pembentukan Satuan
Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota

Bontang;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3962);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 178);

—

. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);

2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional,;

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ
tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Kota Bontang, dengan susunan
personalia sebagaimana tercantum dalam lempiran I

Keputusan ini;

Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bontang sebagaimana
dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan

strategis vang berkaitan dengan penanganan COVID-19;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan

strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;

c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis

yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-
langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan

penanganan COVID-19; dan

e. melaporkan pelaksanaan pengendalian COVID-19 kepada
Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 provinsi;

Struktur organisasi dan rincian tugas Satgas Penanganan
COVID-19 Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam

lampiran II Keputusan ini;

Camat mengoordinir pembentukan Satgas Penanganan
COVID-19 di tingkat kecamatan, kelurahan, dan rukun
tetangga sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan
lokal di wilayah masing-masing dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam melaksanakan tugas, Satgas Penanganan COVID-19
Kota Bontang wajib berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan;

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota
Bontang Nomor 188.45/343 /DINKES /2020 tentang
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Bontang dan/atau sumber lain yang sah dan
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;



KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
oz ggal 28 September 2020
u"\\\ 'A/BONTANG,

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Ul BhWN =

. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang
. Inspektur Daerah

. Kepala Dinas Kesehatan

. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
. Yang Bersangkutan



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/551/DINKES /2020
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 KOTA BONTANG

Ketua

Wakil Ketua 1
Wakil Ketua 2
Wakil Ketua 3

Sekretariat

Tim Ahli

Bidang 1
Data dan Informasi

Wali Kota Bontang

Komandan Kodim 0908
Kepala Kepolisian Resor Bontang

1
2L

—

-l

el -3

Wakil Wali Kota Bontang
Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Asisten Administrasi Umum

Inspektur Daerah

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah

Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan

Ketua Ikatan Dokter Indonesi (IDI) Bontang

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang
Bontang

Kepala Dinas Kesehatan
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Koordinator Wilayah I Badan Intelijen Negara
Daerah Kalimantan Timur

Kepala Pos Daerah Badan Intelijen Negara
Wilayah Bontang

Unsur Dinas Kesehatan
Unsur Intelijen Polres Bontang
Unsur Intelijen Kodim 0908



Bidang 2

Bidang Komunikasi :

Publik

Bidang 3
Perubahan Prilaku

Bidang 4
Penanganan Kesehatan

10.

el

10.

Unsur Badan Usaha Milik Daerah

Unsur Badan Usaha Milik Negara yang
Beroperasi di Kota Bontang

Unsur Perusahaan Swasta yang Beroperasi
di Kota Bontang

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah

Juru Bicara Dinas Kesehatan
Unsur Dinas Kesehatan

Kepala Kantor Kementerian Agama Bontang

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan

Kepala  Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan
dan Pertanian

Unsur Dinas Kesehatan
Unsur Badan Usaha Milik Daerah

Unsur Badan Usaha Milik Negara yang
Beroperasi di Kota Bontang

Unsur Perusahaan Swasta yang Beroperasi
di Kota Bontang

Kepala Dinas Kesehatan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kepala  Kantor Kesehatan  Pelabuhan
Bontang

Unsur Rumah Sakit se-Kota Bontang

Unsur Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
se-Kota Bontang

Unsur Dinas Kesehatan



Bidang 5
Penegakan Hukum dan :
Pendisiplinan

Bidang 6
Relawan

ZEEpR

o

10.
11.

13,

1.3.
14.
15.

o

©® N o

Kepala Kejaksaan Negeri Bontang
Ketua Pengadilan Negeri Bontang
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kepala Dinas Perhubungan

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwista

Kepala Dinas = Koperasi, Usaha  Kecil
Menengah dan Perdagangan

Komandan Sub Detasemen Polisi Militer
VI/1-2 Bontang

Unsur Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja
Unsur Dinas Kesehatan
Unsur Dinas Perhubungan

Unsur Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata

Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan

Unsur Kodim 0908 Bontang
Unsur Sub Den Polisi Militer VI/1-2 Bontang
Unsur Kepolisian Resor Bontang

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kepala Bagian  Kesejahteraan  Rakyat
Sekretariat Daerah

Ketua Ormas/Organisasi Adat/Paguyuban
Bontang

Ketua Badan Amil Zakat Kota Bontang

Ketua Badan Kerja Sama Antar Gereja
Bontang

Ketua Paroki Bontang
Ketua Dewan Masjid Bontang
Ketua Badan Da’'wah Bontang

Unsur Relawan se-Kota Bontang




Buejuog Jossy wersfoday Insupn G I "
Buequog g-1 /1A I9MIN IST[od Ua(] qNg Insun HT EISEMS :ﬁmﬂwmsuuwm:mus o1
. uejuog Bl0y
Sueyuog Buzjuog g060 WIPOY Insun "gy 1p 1seredoreq Bued NWOg Insun g
» ueBueFeprag
wjo3-98 ueME[EY ansup g . : amng nsun g
uep yeSususpy ey eyesn ‘seledoy seuiq Jnsupn gl
Suejuog yeme Uepeg emoy ‘g . uejeyassy SeUI( JNsun ¢ EISEMG UBBUESNIS INSU() *()]
eESIAL Uep efelye[Q ‘epniled seul msup 17 P
Suejuog pifsely Uemeq BmdY J, 0 AR e N UreelIe Uep UetiesLag rejuog 10y 1p
qnylad d n-o1 ‘weSueq ueueyeisy seurq eredsy ‘g rseiedosaq Sued NWNg Jnsun g
Buejuog Bjored emsy ‘g uejRySsa}y SEUl] JUSU "G ) .
g C ¥ ueyBIeIed Uep Wel{NuLad dnng msupn g
TEILOE Bieien Ty dd Todyeg euessjelsd Jnsun g uesesey] ‘UeyeWInISg seur] eredey - 8060 wipoy usfjsyu] ansupn *
vuresefioy  wepeg enisy °g Fueuog 3 xmu b " Sou _.,m A s 3 : =t i .m.r
Suejuog vioy T-1/IA I[N Isod uswiesEIe qng UWepuewoy -z ueyeyesay| SeUl] Jnsun ‘g - nmm. mm; vawm S u..mvx . ueleyasal] seul(] msuy Ejtiod safjod Uefyejul meun -9
o Buejuog vjoy-08 eUIRla qesn Iseladoy] seun] eredsy ‘' uereyesay ueyeyassy] seulq Insun g
Jexez [lwy uepeg ®eniey ‘b ueBuelepiag . R
3 ‘ d d . yexBul], rejeyassy SEN[ISey Insup ‘G g sent e nanp Buejuog yelenm
Suejuog meqnAinfed /1epy wep yeSususy 08y eyesq) ‘seradoy sewrq eredsy gl Seton efrenex wep uendwsisg Hel a2 g NI ueeq  sog  eredsy b
sesimeSig /sewiQ enjay g ejesiMig wep eBerye[o ‘epnwsd seul( efedsy ‘g ej03-98  Jp{Eg  yewny ansup cp f [TPeleprequisg  seuig  epedey ‘g qelae( jepnanisg INUI, weyrenTey Yelsec]
Yelse(] jeLrejanag yelspey ue Bunqnuyusq sewq sredsy Sumuog weynqge[ag yeseredse weeleploquiag wsupdvasy eSO NIg 1 mﬁwh.mm,s .gowmﬁ."vuoom e
ueessyyelesey ueideg ereday 7 elelq Suoure 1syog wenjeg eredey ¢ weyeyesay Jojuey ereday g f fuep Teisog seurq eredey ‘'z JUeP [o¥olon weiBeq epedsy 'z BIOEULIO]
ynrod wep esSueg Bumuog weSap uepipedusg Bmisy g dnpry weBunySury seurq eeday 'z Buejuog e103] e NRULIOJU] ep uep IsEIUNUIOY meO eredsy -z
uenjesay] uepeg  epredsy Buejuog uelay ueesyeley eredoy T uejeyasay seurq efedey [ | feuredy uensjuswal Jojuey eredey ‘T seyunwoy seurqg eredey 1 ueyeyasay seulq eredey '
UeMB[IY (wreurdisipuad uep wnsny ueseSausg)| | (Weieyssay ueuedueuay) (n3rerriag weyeqniad) (3111qnd 1seyTUnWo3]) (isewzoju wep ele(Q)
9 HDNVAIg c HNVAIg + DNVAIF € DNVdId ¢ DNVAId 1 DNVAIg
Yeloe( jeLIEjoIes WNYNH UBlsey B[RASY g
Suejuog Sueqe) ([nN) essuopu] eweln sieley BNsy ‘g yelse( euedsuag ueSuendBueusg vepeg efedsy ‘2
Suejuog (1q]) 1ssUOpU] J033O(] UBIEY][ BT1aY ‘T uejeysssy seul( ejedsy ‘9
ueSuequisBusd UBp UBRNIAUS ‘UBeUBOUSISg uepeg Bredsy T Uelse( j9sY Uep ueluensy uee[o[eSusd uepeg mm.m%vm ‘g
yeroe( Injadsu]
TV i unuip) Isensiunupy usisisy ‘g
ueunSuBqUa Uep UETUIOUON2Iod USISISY 'Z
Jefyey] ueelaiyelossy] uep UeYBULIOWS USISISY |
LYRIVIHANAS
Yeloe( SHRIONPS g
103 TeM [OEM T Suejuog losey uersrodey eredoy 2060 WIPOI] UEPUBWOY
€ VLI TDIVM € VOLEY TIVM T VLAY VM
suejuog ©10Y em
AJSRICH|
610¢ 2spasyJ STl DU0L0D Hﬂwﬂuwmﬁﬂmﬂon‘m WNmﬁ._.rH_ uenjesg wwdwﬁﬁmm.uo Jnninlg B
610C HSVHSIA SNAIA VNOJOOD NVNVONVNHEd SYDNL NVNLVS SVDNL NVIONRI NVA ISVSINVONO ¥NILMNNLS
610C ESVHSIT SNIA
VNOJOO NVNVONVNHd SVONL NVALVS NVINLNAGWHI
DNV.INHL

0207 /SHINIA/1SS/SH'88T YOWON
DNV.LNOE V.LOM I'TVM NVSNILNdA
11 NVIIdIAVT



B.

Rincian Tugas Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019

No

JABATAN

URAIAN TUGAS

Ketua

menyusun struktur organisasi Satuan
Tugas Penanganan COVID-19;
menetapkan rencana  operasional
penanganan COVID-19 dengan
mengacu kepada kebijakan strategis
atau arahan Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Provinsi;

mengoordinasikan dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19;
melakukan  pengawasan  terhadap
pelaksanaan penanganan COVID-19 di
kecamatan dan kelurahan,;

menetapkan langkah-langkah strategis |
yang diperlukan untuk menyelesaikan
permasalahan dan percepatan
penanganan COVID-19 di kecamatan
dan kelurahan; dan

melaporkan pelaksanaan penanganan
COVID-19 secara rutin harian dan pada
kejadian-kejadian mendesak kepada
Ketua Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Provinsi.

Wakil Ketua

melakukan koordinasi dan kerja sama
dalam pelaksanaan penegakan hukum
dan pendisiplinan protokol kesehatan
dengan melibatkan satuan TNI dan
POLRI bersama unsur terkait lainnya
yang berbasis pentahelix;
melaksanakan  tugas-tugas dalam
kapasitas untuk membantu beban dan
tanggung jawab Ketua,;

mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan  prosedur kerja  di
lingkungan Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 tingkat Kota; dan
melaksanakan tugas-tugas tertentu
sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

Sekretariat

melaksanakan  pengurusan = surat
menyurat Satuan Tugas Penanganan
COVID-19;

melaksanakan administrasi keuangan,
protokoler dan dukungan
kesekretariatan lain yang diperlukan;
melaksanakan  koordinasi dengan |
Perangkat Daerah terkait dalam hal
administrasi, keuangan dan sumber




No

JABATAN

URAIAN TUGAS

pendanaan Satuan Tugas Penanganan
COVID-19;

memproses dokumen-dokumen
bersifat legal (Keputusan, Perjanjiaan
Kerja Sama, Surat Edaran, Protokol,
dokumen perizinan dan sebagainya)
yang diperlukan untuk mendukung
percepatan penanganan COVID-19;
melaksanakan pengawasan
penggunaan anggaran -dalam
mengimplementasikan pelaksanaan
COVID-19;melaksanakan pengawasan
penggunaan anggaran dalam
mengimplementasikan pelaksanaan
COVID-19;

melaksanakan  proses pengadaan
logistik dan peralatan sesuai rencana
dan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

menyusun laporan
pertanggungjawaban keuangan dan
laporan  pelaksanaan penanganan
COVID-19.

Tim Ahli

mengidentifikasi permasalahan dan
peluang dalam penanganan COVID-19;
memberikan masukan poin-poin atau
rumusan kebijakan strategis dalam
penanganan COVID-19; dan

menyusun skenario penanganan
COVID-19 berdasarkan kerangka
empirik;

Bidang Data dan Informasi

melaksanakan pengumpulan, validasi
dan pengolahan data dan informasi;
melakukan koordinasi dengan Satuan
Tugas Penanganan Corona Virus
Disease 2019 kecamatan dan pihak-
pihak terkait lainnya, untuk
mendapatkan laporan update
status/situasi, hal-hal prioritas yang
perlu menjadi perhatian dan
mendapatkan dukungan dari Satuan
Tugas Penanganan COVID-19;
melaksanakan analisis data dan
informasi untuk memberikan masukan
hal-hal prioritas dalam percepatan
penanganan COVID-19 dan disusun
dalam rencana operasional penanganan
COVID-19 dengan mengacu kepada




No

JABATAN

URAIAN TUGAS

kebijakan atau arahan Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 di tingkat
provinsi;

memastikan terbentuknya jaring
komunikasi/perhubungan hingga ke
tataran Rukun Tetangga;

menyusun laporan harian capaian
penanganan COVID-19; dan
melaporkan secara berkala
pelaksanaan, permasalahan dan
capaian Bidang Data dan Informasi.

Bidang Komunikasi Publik

melaksanakan kegiatan Komunikasi
Publik pencegahan dan

penanggulangan COVID-19

berdasarkan arahan Satuan Tugas
Penanganan COVID-19;
mengoordinasikan keterlibatan sumber
daya berbagai mitra di wilayahnya
untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan Komunikasi Publik; dan
mendiseminasikan informasi publik
yang diterima dari Satuan Tugas

Penanganan COVID-19.

Bidang Perubahan Perilaku

menggalang dan mengoordinasikan
sumber daya dari multi disiplin dan
berbagai unsur pentahelix yang
mempunyai kemampuan untuk
memodifikasi konten dengan kearifan
lokal dan upaya-upaya edukasi,
sosialisasi dan mitigasi;

melaksanakan kegiatan-kegiatan

komunikasi publik dan perubahan

perilaku dengan melibatkan Satuan
Tugas Kecamatan, Kelurahan hingga
Rukun Tetangga;

melaksanakan upaya-upaya sosialisasi,
edukasi dan mitigasi dengan
melibatkan Satuan Tugas Kecamatan,
Kelurahan hingga tataran Rukun
Tetangga untuk mendukung

perubahan perilaku masyarakat;

memberikan dukungan terpadu dan
pendampingan melekat kepada
kecamatan, kelurahan untuk
memastikan  kelembagaan  Satuan
Tugas ditataran kecamatan, kelurahan
dan Rukun Tetangga dapat berfungsi
dengan baik; dan




No

JABATAN

URAIAN TUGAS

melaporkan secara berkala

pelaksanaan, permasalahan dan
capaian Bidang Perubahan Perilaku.

Bidang Penanganan Kesehatan

melakukan upaya peningkatan
kapasitas sarana prasarana kesehatan
termasuk pemenuhan kebutuhan alat
material kesehatan untuk mendukung
testing masif, tracing agresif, isolasi
ketat dan treatment sesuai protap yang

berlaku;

melakukan koordinasi dengan Satuan
Tugas Penanganan COVID-19
Kecamatan untuk mendapatkan update

status/situasi, hal-hal prioritas yang

perlu menjadi perhatian dan
mendapatkan dukungan dari Satuan
Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat
Kota terkait penanganan kesehatan;
memastikan pelaksanaan surveilans
COVID-19 sesuai standar dan protap
yang berlaku, baik di rumah sakit
pemerintah maupun rumah sakit
swasta, puskesmas;

memastikan Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Kecamatan melaksanakan
testing PCR secara masif, tracing atau
pelacakan secara agresif sesuai dengan
target capaian yang telah diarahkan
oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-
19;

memastikan adanya dan
diimplementasikannya protokol terkait
perlindungan bagi petugas
kesehatan/tenaga medis untuk

meminimalisir risiko tenaga medis
tertular COVID-19;

bersama Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Kecamatan hingga tataran
Rukun Tetangga memastikan
berfungsinya suppot system untuk
pasien dalam pemulihan yang sudah
keluar dari Rumah Sakit agar tetap
termonitor dan terpenuhi layanan dan
kebutuhan dasarnya;

merumuskan  pengelolaan  limbah
medis terkait COVID-19 dengan pihak-
pihak terkait;

melaksanakan monitoring,




No

JABATAN

URAIAN TUGAS

pengendalian dan pengaturan kegiatan
penanganan COVID-19 yang
dilaksanakan oleh unsur-unsur
kesehatan di wilayahnya (Dinas
Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas,
Laboratorium);

melaksanakan koordinasi dan
kerjasama  penanganan  COVID-19
dengan unsur-unsur Kkesehatan di
wilayahnya yang berada pada tataran
provinsi maupun kota; dan

melaporkan secara berkala
pelaksanaan, permasalahan dan
capaian Bidang Penanganan
Kesehatan.

Bidang Penegakan Hukum dan
Pendisiplinan

melakukan penegakan hukum protokol
kesehatan, baik secara yustisi dan non-
yustisi  bagi  pelanggar  protokol
kesehatan;

mengkompilasi hasil pendataan yang
dilakukan oleh Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 terkait warga
pendatang/pemudik, warga rentan,
warga sakit/pendatang sakit, warga
dalam karantina/isolasi dan
petugas/relawan yang melayani
karantina/isolasi dan  melaporkan
setiap hari ke Posko Satgas Provinsi,
termasuk ketika tidak terjadi
perubahan;

melaksanakan sterilisasi fasilitas
umum dan fasilitas sosial seecara
berkala dan menutup sementara area
publik yang berpotensi menimbulkan
kerumunan dan melibatkan banyak
orang;

melaksanakan pengawasan, pembinaan
dan pendisiplinan masyarakat untuk
mentaati protokol kesehatan,
menghindari kerumunan dan
mematuhi protap isolasi ketat: dan
melaksanakan pengawasan, pembinaan
dan pendisiplinan kepada pengelola
kegiatan sosial, keagamaan, hajatan,
pariwisata, layanan publik, maupun
kegiatan program jaring pengaman
sosial dan sebagainya.
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Bidang Relawan

melaksanakan penggalangan |.
partisipasi  aktif dan perekrutan
relawan dari berbagai pihak untuk
mendukung penanganan COVID-19;
mengelola relawan medis dan non-
medis dengan memberikan penugasan,
melakukan pemantauan dan
pengawasan untuk memastikan
penugasan para relawan tersebut
sesuai dengan peruntukkannya dan
mengedepankan keamanan relawan
maupun pengguna jasa relawan
terhadap ancaman COVID-19;
memberikan dukungan penyediaan |
tenaga relawan bagi bidang-bidang
dalam Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 yang memerlukan maupun
untuk mendukung Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 di tataran
kecamatan, kelurahan dan rukun

tetangga jika diperlukan;

membantu masyarakat yang
terdampak oleh pandemi COVID-19;
melaksanakan pencatatan dan
pemutakhiran data base relawan; dan
melaporkan secara berkala
pelaksanaan, permasalahan dan

capaian Bidang Relawan.

"X BONTANG,

A INDRA RIADI




